PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 13 TAHUN 2003

TENTANG
HRETRIBUSI IZIN GANGGUAN {HO)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :
‘bahwa daiam upaya pelayanan kepada dibidang
pelayanan lzin Gangguan, L hid riu diatur lata
cara gar dalam p tugasnya lebih

. eleldif dan efisien.

bahwa untuk maksud lersebut sebagal upaya untuk meningkatian
Pendapatan Asli Daerah (PAD) mierupakan tolok ukur keberhasilan
pelaksanaan Ofonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, maka
dipandang periu untuk memungut Retribusi 12in Gangguan;

bahwa untuk maksud terssbul peru mengatur dalam suatu Qanun.



Mengingat :

. Undang-Undang Gangguan {Hinder Ordonantie) St Taiuin 1928 Namg,
228 Yang tetah divbah dan disempumakan ierakthic dengan Sl Nomor 14‘%

dan 4450 Tahun 1940;

M

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1870 tanfang Perubahan dan Tambaan |
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 lentang Penanaman Moda! Asing, -

=

Undang-Undang Nomar 12 Tahun 1870 tentang Perubahan dan Tambalin
ndsig-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalan,
Meger;

*

Undang-Undang Nomor 8 Tahur 1981 tentang Hukim Acara Pidans
(Lembaran Negara Aepublik Indenesia Tahun 1881 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Noror 3208}

b

Undang-Undang Nomor & Tahun 1984 teatang Perlndustrian (Lemberan
Megara Republik Indonesia Tehun 1984 Nomor 22, Tambetan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

@

. Undang-Undang Nemor 24 Tahyn 1982 tentang Penataan Ruang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1882 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 304};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengeloiazn Lingkungan
ldup {Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 68, Tambahan
Lembaran Megara Republilk Indonesia Nomar 3888);

8

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1889 tentang Pemesintahan Dagrah
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1999 Nomor &0, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

b

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pedmbangan Kevangan
antara Pemarintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik indo-
nesia Tahun 1989 Nomor 72, Tambahan Lembaran Megara Repubfikingo-
nesia Nomor 3848);
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. Undang-Undang Noiner 34 Tahun 2000 fentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahur 1967 tentang Pajak Dagmah dan Aetribus| Daerah
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2000 Nemor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Barat Daya, K Gayolyes, shJaya, ipal
Nagan Raya dan Kebupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggros Aceh
Darussaam (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2002 Momor
17, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia MNornor 4178);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kiab

Undang-Undang Hukum Ataira Pidana (Lembaran Negara Republik Inda-
nesia Tahun 19893 Nomor 36, Tambahan Lembaran Wegara Hepubtik Indo
nesiz Nomor 2208);

Peraturan Pemerintsh Nomor 66 Tehun 2001 tertang Retribusi Dasrah
{Lembarar: Nogara Repubiik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4138);

Keputusan Presiden Republik indenesia Nemor 44 Tahur 1899 tentang
Tehnlk Panyusunan Peratiran Perundang-undangan dan bentuk
Fencangan Undarig-Undeng, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Kepulusan Presiden (Lembaran Negara Aepubiik Indonesia
Tahun 1938 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor ..

. K Menteri Dalam i 3 Tahun 1986 tentanp Ketentuan

Umum mengenai Penyidil Pegawai Megeri Sipll difinglungan Pemarintaly
Daerah jo Keputusan Mentarf Datam Megeri Normor 4 Tahur 1957 tantang
Panyidi Pegawal Negeri Sipil diiingkungan Pemerintah Dasrah;

Keputusan Mentert Dalam Negeri Norior 174 Tatun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pemunguitan Relribusi Dasrah;

Keputusan Menteri Dalam Nageri Momor 175 Tahun 1997 tentang Pedorman
Teta Sara Pemariksaan dibidang Astribusi Daerah;

Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik
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Panyusunan Materi das Muatan Produl-Produk Hukum Dasrah;

@

Kepubusan Gubamur Provinsi Nanggroe Aceh Darugsalam Momor 09 Tahun
2003 tenlang Penyeragaman Penyebulan Peraturan Dasrah Menjadi
Qanun {Lembaran Dasrah Provinsi Nanggroe Acoh Darussalam Tahun
2003 Nomor 8 Ser E Nomor 5),

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAN
BUPATITACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN
Menetapkan :

QANUN KABUPATEN AGEH TAMIANG TENTANG RETRIBUS! (ZiN
GANGGUAN.

BRB1
KETENTUAN URUM
Pasal 1

Dalam Qanun inf yang dimaksud :
* a. Daerah adalah Dasrah Kabupaten Aceh Tamiang;
b. Pemeriniat Daerah adalah Bupati bmeﬂame;kafDaerahmoﬂomvang
lain sebagai Badan Eksekulif Dasrah;
¢. Bupali adalah Bupati Aceh Tamiang;
d. Dinas Pendapatan Dasrah adalah Dinas Pendapatan Dacrah Kabupatan
Aceh Tamiang;
Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan
Daorah Kabupaten Aceh Tamlang:
Pajabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi h.lgas tertenty dibidang

it
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esuai dengen Peraluran Perundang-undangan yang

berzku;
. Badan adaiah suaty bantuk Badan Usaha yang mefipull Perseroan
" Terbatas, Persarcan Komanditer, Perseroan fainnye, Badan Usaha Millk

Megara atau Daerah dengan nama dan bantuk apapun, Parsakutuan,
Perkumgpliian, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan ataw Organisas! yang
sejenis, Lembaga, Dana Pansiun, Bentuk Uszha Tetap serta Bentuk Badan
Usaha fainnya;

L ﬂelnuusl Perizinan tertentu adalah Retﬂbus‘ atas kegiatan tertentu
h Dagrah dat

‘emberian Lzi Drzm; pribadi atau Badan
yang dimaksud untuk p i g . pengendalian dan
pengawasan aias kegiatan pemanlaalen nsang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarans dan fasilitas tertentu gquna melindungi
kepentingan urmum dan menjaga kelestarian lingkungan;

L Retribusi fzin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah

pambayaran atas pomberian zin Tampat Usaha kepada arang pribadi alau
Badan di iokasi tartentu yang menimbulkan bahdya, kerugian dan
gangguan, fidak termasuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

(. Wajib Retribusi adalah orang pai:ad. alau hadan yang menurut Peraturan

Parundang-undangan Retrb:

Retribusi, termasuk Pemunguizn atair Permtmgan Retribusi tertentu;”
Masa Retrious! adala stiatu jangka waktu tertentu yang morupakan batas
dan pwman!em;wu

dadé’ameumah Daerah yang bersanghtan;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat
Reputusan yang menentukan besamya jumiah Retribusi yang tentang;
Surat Taghhan Retrisusi Daerah, yang dapat disingicat STRD adalah surat
untuk malzkukan tagihan Retrbusi dan atau sanksi administrast berupa
bunga atsu denda;

. Surat Ketelapan Refribusi Daerah tebih Bayar, yang dapat disingkat
* SKADLB, adalsh Surat Keputusan yang mansntukan jumiah kelebitan

pembayaran Retribusi karena jumiah kredit Ratribusi labih besar darl pada
Retribusi yang terutang atau tidak sehanisnya terutang;

. Surat Ketstapan Retribusi Daorah Kurang Bayar, yang disiagkat SKRDKB

adalah Surat Keputusan yang memetuskan besarmya Retribusi Daeran
yang tenttang;

. Surat Ketstapan Retribus! Dagrah Kurang Bayer Tambahan yang disingkal

SKRDKBT adalah Surat Kepitusan yang menentuksn tambaban atas
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. Surat Pendafiaran Objek Retribusi Dasran yang selanjutrya dapat Uasir\gkat

jumiah Retribusi Daerah yang telah diletapkan:
Surat Keputusan Keberatan adalah surst Keputusan alas keberatan 5
terhadap SKRD, SKRDKST, SKADLE elau terhadap pemolongan a.gui
pemunguian ofeh pihak ketiga yang dijukan oteh Wajib Retribusi; i

Burat Pemberitahuan Retibusi Daerah, yang selanjuinya disingket SPTRS

adafah surat yang digunaken oleh Wajit Fetribusi untuk melaporkan 5
perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribus}: ,

SPORD adalah Surat yang digunakan olsh Wajib Aatribusi untui |
melaporkan data aobjek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan
pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perindang.
undangan Retribusi Daarah;
Pendaftaran. dan Pendapatan adalah serangkeien kegiatan unluk
menparnleh datafinformasi serta penatalisahaan yang dilakukan cleh
tug: ribus! dongan cara 15TRD kepada Walib Retribusi
umuk diisi secara lengkap dan benar;
Pemeriksa adalah serangkalan kegiatan untuk mencar, mengumpullan,
dan mengelola data dan atau keterangan, dalam rangka pengawasan
kepatuhan pamenuhan kewafiban retribusi berdesarkan peraturan-
peraturan parundang-undangan Retrbusi Daerah;
Penyidikan Tindak Pidana dibidang efribus| daerah adaleh serangkaian
tindaka itk Pang i Sipil yang j disebut
penyidik untuk mencari serta mengumputkan yang dengan buldi ity
membiiattersng tindak pidana dibidang Retrbus] Daerah yang terjadi serta
manemuken larsangkanya;
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib
Fietribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
Perhitungan Retribusi Dasrah adatah perincfan besamya Retribusi yang
dibayar clsh Wajib Ratribus! {WR) baik pokok Retrlbus], bungs, kekusangan
pambayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi
administrasi;
Pambayaran Fotribusi Daerah &dalah besarnya kewajiban yang harus
dipenuhi cleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas
Daerah atay ketempat lzin yang ditunjuk dengan batas wakiu vang telah
ditentukan;
Penaginan Retribusi tramn adaleh serangkeign kegiatan Pemungutan
Aetribusi yar i , surzt
teguran yang bersangkutan melaksanakan Kewajiban untuk mambayar




' Aetribus] sesual dengan jumiah Retribusi yang terutang;

- (j1ang Retribusi Dagrah adalah sisa utang Retrfousl atas nama Walit

. Refribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKROKET yang
‘befum kadalusrse dan Fletibust lainnya yang masii terutang.

BAB I
HANA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUS!
Pasai2
nguitan ini discbut Retdbusi Izin Gangguan dan dipiingut Retribusi ssbagai

 mbayaran alas perm useha kepads orang prib
jokasi tertentu yang menlmbulkan bahaya, kerugien dan gangguen.

Pasal 3

} Objek Retribusi adakah pemberlan izin tempel usaha kepada orang pribadi
atay Badan diokasi tetsniu yang menimbitlkan bahaya, kerugian dan
gangguan meliputi

Yang dijalankan dengan alat keija kekuatan ir dan gas demikian juga
dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mermnpergunakan
uap, air, gas atau uap yang bertekanan tinggl;

Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan den menyimpan
mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat
penyimpanan pelasan;

‘Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kinliz, tormasuk juge pabik
Karak api;

Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dart bahan fumbuh-
tumbuhan, hewan dan mengerjakan ficsil-hasil yang diparcieh dar
padanya termasuk pabrik Gas;

Yang gip untuk memparcleh, mengerjakan dan impan
benda-benda yang menguap;

Teripat pengelolaan lsmak dan damar;

¥ang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
Penampungan kecambah, pabrik Bir, pembakaran, Ferusahaan
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penyuimpen Pabrik Spritus dan Cuka, ‘zrusahaan pengeringan, Pabyik |

Tepung dan Perusahaan Roli serta Pabrik Sirup dan buah-buahan;

Flurman Polong Hewan, tempal pengulitan, lempat penjemuran, tinpat

pengaspaian, lempal penggaraman bahan-bahan asal dar hewari,

begitu pula tempat penjemuran ku;

‘Termpat porsefin dar tembikar tempal pambuaian batu merah, genteng,

ubin dan tegel, lempat pambuatan barang dari gelas, tempat

pembakaran kapur gibsa dan tempat pembekaran kapur;

Tempat pencairan logam, tempat pangeceran, lempat perlukengan

kuningan dan temipat pembuatan ketel;
Tempat penggiingan irase, kaca dan minyak;

. Tompat pembuaten kapal, tempal pembuatan barang darl balu dan
penggergailan, tempat pembuntan penggilingan dan kereta. tempat
pembuatan tong dan tempat pettukangan kayu;

Tempat persewaan kendarasa dan perusahaan susu;

Lapangan Latihan Tembak;

Gudeng penggantungan tambakau;

Pabrik Tapicka dan pengoiahan susu;

Pabrik uniuk mengerjzkan karst dan getan;

Gusdiang Kapuk dan Perusahaan Batik;

Perusahaan perbengkelzan;

Perusanaan penambarigan bahan gafian “C* dan sumur bory

Usaha Peternakan/Perikanan;

Guel Kendaraan (Service);

Warung dalam bangunan tetep, seperti keda koph, ruman makan!
restoran,

Usaha billyard /bola sodok;

Usaha photo copyfiukang gambar, salon dan usatia-usaha lainnya yang
depat manimbulken bahaya, kerugian dan gangguan.

=
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(2} Dlkecuafikan dar objek Petribusi adalah tempat usaha yang Inkasinya telai
ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dagrah.

Fazal4

Subjek R
Usaha (HO).

ieh [zin Tempat
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BAB N
GOLONGAN RETRIBUSH
Pasal§
otribusi lzin Gangguan digalengkan sebagat Retribusi Perizinan tertenty.
BAB IV
CARA NENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

} Tngkat 1jasa digkur perkall tara luas ruang
Tempat Usaha dikali indeks lokast dan dikall dengari indsks gangguan;

P) luas ruang tempal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adaiah
luas bangunan yang dihitung sebagal jumiah luas sstiap lantai;

) Indaks lokasl sebagaimana dimaksud pads ayat (1) ditetapkan sebagsi
berikut ©
- Kawasan Industri

- Kawasan Perdagangan 2
- Kawagan Pariwissta a
- Kawasan Perkebunan dan
Pertanian 4
- Kawasan Perumahan dani
Pemukiman Indaks . .. 5
1) indeks: 1 dimaksud paca ayat {1) di sabagat
+ berfkut :

. Perusahaan Besarnya Gangguan
- Besar2 .
- Basar1
- Sadang 2
- Sedang 1
- Kecii 2
- Kecil 1




BAEBY

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sazaran dalam penelapan struktur dan besarmya tanf Retribus)
iy i Hihkn it

yang barhubungan dengan HO.
BAE VI
SYRUKTUR DAN BESARNYA TARIE RETRIBUSI
Pasai i
%) Struktur tarnii digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.

(2) Besamya larif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
gai berikut ©

a. Luas s/d 100 5 Ap. TE0m?
b. Luas 700 s/d 250 m® Ap. 650-/m*
©. Luas 250.s/d 500 n Ap. 500,/m?
d. Luas 500 s/d 1000 s Ap. 400/’
& Luas 1000 m? s/d 2000 n? Bp. @50-/m*
1§ Luas diatas 2000 m* Ap.  300-/m?

BAE VIl
CARA PERHITUNGAN RETHIBUS!
Pasal &

Fetribusl yang tethulang dipungut pada wiayah Dasrsh tempat fz2in Usate
diberkan.
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BAR Vit
MASA RETRIBUS] DAN SAAT RETRIBUS) TERHUTANG

Pasal 10

fasa fetribusi adalah jangka wakt: yarg lamanya 3 (tigs) tahun, ditetapkan
i oleh Bupati

Pasal 11

elribus] Terhutang edaiah pada saat diterbitkannya SKRD ataw Dokurmen lain
g dipersamekan.

BABIX
SURAT PENDAFTARAN
Pagal 12
) Wajib Retribusi wajil menglsi SPAOAD,

) Retribusi dipungat dengan mengaunakan SKAD atad Dokumen Jain yang
dipersamakan dan SKADKET.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasat 13

Pembayaran Retibusi yang terhutang hars dilunasi sekaligus dimuka
untik 1 (saly) kali masa Hetribusi.

Fl Retibust yeng tartang dilunasi solsrbatlambatnya 15 (fma belas) har
sejak diettikannya SKAD atsu Dokuman yang dipersamatan den
SKRDKET;

| Tata cera p L panyelorsn gan tempal y sayaran Retribusi diatur
dengan Kepiisan Bupati.
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BAB Xt
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

(1) Refribusi yang tetutang berdasaden SKAD atay Dokuman lain yang
dipersamakan, SKRDKBT, STAD, Sural Keputusan Keberatan yang
imanyebatkan jurmiah Retibust yang harus dizayar beraml ang fidak
atau kurang dibayar cleh Wajib Rotrbusi dapat ditagih melalid Surai
PeringatarTagihan atau Sural 3k yang disamakarn;

{2) Penagihan Ratribusi melaii Surai Peringztan/Tagihan atau Surat lain yang
disaraakan dilsksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
vndangan yang heraku.

BABXH
SANKS! ADMINISTRAS!
Pasal 16

Dl hal Wajib Rstribusi tidak mermbayar tepat pada waktunya atay kurang
membayar, dikenakan sanksi admicistrasi berupa bunga sebesar 2% {dua

persen) setiap bulan dari Felribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan

ditagih dengan menggunakan STAD.
BAB X
KEBERATAH
Pasal 16
{1} Walih Retribusi dapat mengsjulen kebsratan hanyz kepada Bupatl stau

Pejabat yang ditunjul ates SKRD atau dokumen lain yang dipersammakan,
SKRDKBT dan SKROLE;

{2 digjukan serara terlulis dalam bahasa Indonesia disertal alasan-
alasan yang jelas;

{3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberstan atag ketetapan Ratribusi
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secara Jabalan, Waiib Retribust harus dapat membukiikan ketidakbenaran
Ketstapan Retribusi lersebat;

Weberalan harus dizjukan dalam jangke waktu pating lama 2 {dusj bilan
sa;ak tanggal SKAD atau Dokumen fain yang dipersamakan, SKROKBT
" gan SKRDLB dAterbitikan, kecuall apabila Waijib Retribusi tertentu dapet
g menunjukian bshwa jangka wakiu ity t‘dakdapaldmanuhlkarena Kkeadaan
diluar kakustanrys;

IC\) i fimaksud para
" ayat {2) dan (3) dalam Pasal in tidak dianggap sebagal Surat Keberatan,
. sehingga tidak dipertimbangkar;

5) Pengajuan Keberatan fidak menunda il Retribusi dan
peiaksanaan penagihan Aetribusi.
?aaal 7

1) Bupatidatam jang!
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas eberatan yang
diajukan;

2 K
sebagian, menclak atau menambah besamya Heimusiyamhemmw.

{3} Apabila jangka waklu sebagamna dimaksud pada ayat {1) lelah lewat
dan Bupali tidak memberikan suatu Kepulusan, Kaberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIV
PENGEMBALIAN KE-EBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

1) Atas keleblhan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mngaiukan
. parmchoinan pangembalian kepada Bupati;

2} Bupa(i dalam fangka wakiu paling lama & {enam) bulan sejak diterimanyz
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pernohor 1 Reidbust irmane dimalesud pady
ayal (1), harus memberikan keputusan;

|

(3 Apabdajangl'z walku sebagaimana dimaksud pada aya: (2)telah wram,m
keputusan, periot
keiebman Retribusi dianggap cikabulken dan SKROLS herus dllemnknn
dafam jengka wakiu paling lama 1 {satu) bulan;

(4} Apabila Wajit Retribus! fainnya, Kelebihan Pembayaran Retribug|
sabagaimana dimaksud pada ayal {1} langsung diperitungkan uniuk
melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) iangsung diperhitungkan umuk melunasi teriebih dahuly hutang
Retribusi fersebut;

=) 1 kelebihan Ratribusi sebagaimana dimaksud
pedaa'ymﬂ:rdaxam ghca wa {dua) 3
SKADLB;
(6) ApabilaF Ean kelebihan P Ratr

lewat jangka wakiu 2 {dua) bulan, Bupali memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua parsen) sebulan stes keterlambalan pembayaran

kelebihan Retribusi.
Pasal 19
(1) P P Keiebihan P Aetibusi dizjuan
e is kepada i g w
a. Nama dan alamal Wailt: Rairibusi;
b. Masa Reirbusi;
c. Besamya Kelebihan Pembayaran;
d. Alasan yarig singkat dan jelas;

(2) Permahenan Pengembalian Ketebinan F i paikan
secara langsung afed melaiui Pos Tercatal;

(3) Bukli penerimaan oleh Pejabat Dacrah atau bukt: pengiiman Pas Tarcatat
merupakan bukdi sast permohonan diterima oleh Bupati
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Pesal 20

(1} Pengembalian kelebihan Retribusi difakukan dengan menerbitkan Surat
Pariniah Membayar Kelebihan Refribu

(2) Apabila kelebinan pembayaran Aetibust diperhitungkan dengan hutang
Hetribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4},
Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbikuan dan bukii
pemindanhukuan jupa berlaky sebagai buidi pembayaran,

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMRERASAN RETRIBUS!
Pagat 21
(1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan
Retribusi;
k) Pengurangan, Kerir dan F Retribus|
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan: kemampuan
Walit Retribusi;
(3) TetaCaraf , danp Fetribus] dieiapkan
oleh Bupat, .
BAE XVI
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 22
(1) Hakuntu penagih tribusi, Kadaluarsa setelsh melarrpaui

jangka wakiu 3 (liga) tahun terhutangaya Aetibusl, kecual apabila Wafit
Fiotribusi melakukan tindak pidanz dibidzng Retribusk

{2} Kadaluarsa penegihan Relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila .

a. Dierbitkan Surat Teguran;

b. Ada pengakuen huteng Refribusi darl Wajib Retribusi baik langsung
maupun idak langsung;
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(3} Plutang Retricusi yang tdak mungkin ditagih fagi karen
lakikan penaginan sudah k dapat dihapuskan.

BAB XV
KETENTUAN PIDAMA
Pasal 22
{1} Waiit Retriousi yang tidak malaksanakan kewajiban setingga mernsgian
Keuangan Daerali diancam pidana kurungan peiing lama 6 {enam) bulan

atat denda paling banyek 4 (smpat} kall jurmlah Retribusi yang tendang;

{2) Tindak Pidana yarg dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pijana
Pelanggamn.

BAB XVvill
PENYIDIKAN

Pasal 24

1} Pajabat Pegawai Negeri Sipil tetentu diingkungan Pomeratah Dasrah
diberl wewenang Khusus sebagal penyidikan Tindsk Pidana dibidang
Ratribust Daerah sebagaimana dimaksud datam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

() Wewenang penyidik sebiagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
A, Menerima, mencari, mengumpuikan dan menelti keterangan atau
laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibldang Retribusi Daarak
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi engkap atay jelas;
. Meneliti, encari dan mengumpuikan keterangan mengensi orang
pribadk atau Badan lentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan Tindak Pldana Reiribusi Daereh farsetat;
Mominta keterangan dan bahan bukti darl orang pribadi atau badan
usaha sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daeraf;
Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan
Tindak Pidzna dibidang Retribusi Daerah;

=3

a

&
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&. Malakukan g I n untuk dapatkan bahan bukt|
pembukizan, pancatatan dan dokumen-dokumen lain, sera melskukan
penyitaan terhadap bahan bukti lersebut; ©

£ Meminta bantuan tanaga Ahli delam rangka psiaksanaan tugas

penyidikan Tincak Pidana dibidang Retribusi Dasrak:

Menyuruh berhentl dan alau melarang sesecrang meninggatkan

ruangan stau temaat pada seal pemsriksaan sedang berlangsung dan

ideniites orang dan atau dokumen yang dizawa sebagaimana dimslsud

pada huruf e;

L

ur

Mar Qrang. i Retribusi Dasrah;
Memanggil crang untuk didengar keteranganmya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

Menghantikan penyidikas;

Melakukan tindakan lain yang periu untuk ketancaran penyidikan Tindak
Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungiawabkan,

=

- {3) Penyidikan @ pada ayat (1)

© dimulai i dan p paian hasil peny va kepada
Penurtut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur datam Undang-
Undarig Nomor B Tahun 1981 tentang Hulum Acara Pidana.

BAB XiX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
) D Qanyn ini, mak ketentuan yang tangan

dengan Qanun ini dinyatakan fidak beraku lagi;

(2} Hal-hal yang belum distur dalam Qanun ini, sepanjang, mengenai
Pelaksanaannya akan diatur isbih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25
Qanun inf mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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